
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 5 TAHUN l9E6 SERI B NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 2 TAHUN 19t6

TENTANG
PARKIR KENDARAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YA*G MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang : a. bahwa'untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, kelancaran
arus lalu linras jalan serta meningkatkan pendapatan daerah,
rnaka dipandang perlu mengatur penyelenggaraan parkir kenda-
raan di luar terminal dan pasar dalam wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pati.

b. bahwa untuk itu perlu diatur dalam peraturan Daerah.
Mengingat : I. undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor l3 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang peraturan
Umum R.etribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya.

Dengan-persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat I)aerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati.

KAN

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PATI TENTANG PARKIR KENDARAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pati.
b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
c. Parkir, ialah Memberhentikan dan menempatkan kendaraan di lokasi,/tempat

parkir.
d. Lokasi/tempat parkii, ialah Tempat pemberhentian kendaraan diluar terminal

dan pasar dalam Wilayah Kabupaten Pati.
e. Kendaraan, ialah Kendaraan bermotor angkutan orang dan atau barang.

BAB II
LOKASI/TEMPAT PARKIR

Pasal 2

(l). Lokasi/tempat parkir dapat berupa bagian dari jalan dan atau lapangan yang
disediakan khusus untuk keperluan parkir.

(2). Dengan ijin Bupati Kepala Daerah kendaraan bermotor roda 4 (empat) dapat
parkir dan lewat dijalan terlarang.

(3). Lokasi/tempat parkir dan jalan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayar
(l) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
PUNGUTAN BEA PARKIR

Pasal 3

(l). Setiap kendaraan yang berhenti di lokasi/tempat parkir dan dijalan terlarang
dikenakan bea parkir.

(2).Bea parkir sebagaimana tersebut ayat (l) pasal ini tidak merupakan uang
jasa titipan.

Pasal 4

Besarnya bea parkir ditetapkan sebagai berikut :

(l). Untuk parkir dilokasi parkir :

a. Truk, bis atau sejenisnya Rp.150,00/setiap parkir.
b. Truk gandengan atau sejenisnya Rp.300,00/setiap parkir.
c. Pick uplstation wagon atau sejenisnya Rp.100,00/setiap parkir.
d. Sepeda motor atau sejenisnya Rp. 50,00/setiap parkir.

(2). Untuk parkir lewat dijalan terlarang :



a) Kendaraan bermotor roda 4 (empat)

dengan menyebutkan Nomor Polisi Rp. 3.000,00 setiap 6 bulan.

b) Kendaraan bermotor roda 4 (empat)

dengan tidak menyebutkan Nomor Polisi Rp.30.000,00 setiap 6 bulan.

Pasal 5

Dibebaskan dari pungutan bea parkir :

a. Kendaiaan Dinas pengangkut sampah.

b. Kendaraan jenazah.

c. Kendaraan Pemadam Kebakaran.
d. Kendaraan ambulance.

Prsal 6

(l). Pelaksanaan dan tata cara pemungutan bea parkir ditetapkan oleh Bupati

Kepala Daerah.

(2). Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah

ini dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.

BAB IV
Pf,NGAWASAN

Pasal 7

Kewajiban untuk mengawasi pelaksbnaan Peraturan Daerah ini serta mengusut

pelanggaran-pelarggaran diserahkan kepada : Polri, Kepala Inspektorat Wilayah

Kabupaten, Ketertiban Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

.

PNsd t
(l).,Dihrrkurn:dengan hakum4n kul3rngan selama-lagranya 6 (enam) bulan atau

denda sebuyak-binrakny' BF'59:QQ0'00 bagi -pelanggaran terhadap keten-

ruan &etentuan pasel ?,4 ,(2!$4,;paoa[;4 dalam Peraturan Daerah ini.

(2). Tindak Pidana dimaksud ivat (ti pasal ini adalah pelanggaran.

' l *tl*'Xti- *

(l). Peraturan Daera-h ini disebut Peraturan Daeiah ientang Parkir.
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(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pert4ma,sesudah tanggal peng-
undangannya.

(3). Dengan berlakunya Peraturan Daefah ini selala ketentuan yang bertentangan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam l-embaran Daerah Kabupaten Daerah
TingkatllPati. ., , ,

DE*AN 
'ER*AKTLAN 

RAK'AT BU'AI'i:ffll ;l:-^"
DAERAH KABUPATEN DAERAH . ." TINGKAT II PATI

,, ., ,TINGKAT II PATI

, ttd. rtd.
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DISAHKAN
Dengan Surat.,'Keputusan Gubernur

Kepala Da'brah Tihgkat :I
Jawa Tengah

Tanggal': 6 Mei 1986'No. 188.3/125/1986.
Sekretaris Wilayah - / Daerah
'B / Kepala Biro'Hukuni .:

.rtd.

( WALUJO, SH )
NiF| ,iffi

.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah.Kabupaten Daerah Tingkat II Pati \-.
Pada tanggal 9 Mei t986t'Nomor 5 Seri B Nomor 3

Sekretaris *l|1*n / Daerah

Drs. HARTOMO''ffi .'


